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Abstract

We conducted research on the role of tax audits, rewards, and tax socialization on voluntary tax compliance.
Referring to the theory of taxpayer behavior 'slippery slope theory' which predicts tax compliance behavior at
KPP Pratama Kepanjen. This study uses a fear approach that is reflected in tax audits and a caring approach that
is reflected in rewards and tax socialization. The results of the study show that voluntary tax compliance will
increase if taxpayers have the possibility to conduct a tax audit from the authority. Different results are shown by
rewards that have no effect on voluntary tax compliance. Meanwhile, tax socialization can increase voluntary tax
compliance.
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Abstrak

Peneliti melakukan penelitian tentang peran pemeriksaan pajak, rewards, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan
pajak sukarela. Mengacu pada teori perilaku wajib pajak ‘slippery slope theory’ yang memprediksi perilaku
kepatuhan pajak di KPP Pratama Kepanjen. Penelitian ini menggunakan pendekatan ketakutan yang dicerminkan
pada pemeriksaan pajak dan pendekatan kepedulian yang dicerminkan dengan rewards serta sosialisasi pajak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sukarela akan semakin meningkat jika wajib pajak memiliki
kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan pajak dari otoritas. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh rewards yang
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela. Sedangkan sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan
kepatuhan pajak sukarela.

Kata Kunci: slippery slope framework, kepatuhan pajak sukarela, pemeriksaan pajak, rewards, sosialisasi
pajak

PENDAHULUAN

Otoritas perpajakan di Indonesia sejak tahun 2015 yang lalu mulai menunjukkan
keaktifannya dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia untuk
membayar pajak. Salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian masyarakat adalah
pengampunan pajak. Pengampunan pajak dilakukan untuk memenuhi target Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) yang memiliki target dalam pemenuhan anggaran pendapatan negara lebih dari
70% komposisi APBN (KEMENKEU RI, 2023). Beban pajak tersebut adalah salah satu
indikasi bahwa pajak mulai menjadi pilar utama pendapatan negara.

Teori slippery slope menjelaskan kepatuhan pajak dengan menggabungkan variabel
ekonomi dengan variabel psikologi sosial. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak
cenderung menggunakan variabel ekonomi (Olsen et al., 2018; Siglé et al., 2018), sedangkan
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dalam pengembangannya terdapat variabel psikologis yang mempengaruhi kepatuhan pajak
(Kirchler et al., 2008). (Kirchler et al., 2008) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak sukarela
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor psikologis. Faktor ekonomi
berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh otoritas pajak, sedangkan faktor psikologis
berkaitan dengan kepercayaan pembayar pajak.

(Gangl et al., 2015, 2020) melakukan penelitian eksperimen dengan menggunakan
kewenangan koersif, legitimasi dan kepercayaan . Hasil yang ditemukan oleh (Chan et al.,
2023; Gangl et al., 2020) bahwa kepercayaan dapat meningkatkan dan menurunkan pengaruh
kewenangan koersif dan legitimasi dalam kondisi kepatuhan pajak sukarela. Penelitian
tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kirchler et al., 2008; Kirchler &
Wahl, 2010) di Austria yang menjelaskan bahwa kewenangan dan kepercayaan memiliki
dinamika satu dengan yang lain akan tetapi penelitian ini belum menjelaskan secara lebih rinci
tentang dinamika yang terjadi.

Reward merupakan kewenangan koersif positif. (Batrancea et al., 2019; Chan et al.,
2023; Gangl et al., 2020) menjelaskan jika reward merupakan kewenangan koersif positif
karena otoritas menghargai pembayar pajak yang telah patuh. Reward dipilih sebagai variabel
kewenangan koersif karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana otoritas pajak di Indonesia
menghargai pembayar pajak yang telah merelakan sebagian dari penghasilannya untuk
membayar pajak.

Selain itu, menghargai pembayar pajak adalah salah satu kewenangan yang dapat
digunakan untuk meyakinkan para pembayar pajak bahwa perilaku patuh terhadap pajak
merupakan tindakan yang tepat (Chan et al., 2023; Gangl et al., 2020). Penelitian yang
dilakukan oleh (Indriana et al., 2020; Nur et al., 2020) dengan menggunakan previllage tax
mencoba melakukan pengujian terhadap kepatuhan pajak menemukan bahwa previllage tax
dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian (Leder et al., 2010a; Lewis et al., 2009) mencoba melakukan pengujian
sosialisasi pajak dengan menggunakan media masa terhadap kepatuhan pajak yang menemukan
bahwa sosialiasasi pajak dengan menggunakan media masa mampu meningkatkan kepatuhan
pajak jika dilakukan pada waktu yang tepat. Penelitian lainnya yang mencoba menguji
sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak dilakukan oleh (Faisol & Chamalinda, 2022)
menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di KPP
Pratama kota Semarang barat. (Rahayu, 2019) menemukan bahwa sosialisasi pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Laporan Tahunan DJP tahun 2015 juga menjelaskan tentang Rencana Strategis
Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 (KEMENKEU RI, 2023) adalah optimalisasi
penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan pemerintah yaitu ingin
meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan pajak.
Untuk mencapai tujuan tersebut, DJP telah memiliki arah kebijakan tahun 2015 — 2019 yang
dijelaskan pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1. Rencana Strategis Pemerintah

No. Tahun Rencana strategis

2015 Pembinaan pembayar pajak

2016  Penegakan hukum pajak

2017 Rekonsiliasi pajak

2018 Melakukan sinergi pada instansi pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain
(ILAP)

5 2019 Kemandirian APBN

A wWDNPE

Sumber: (KEMENKEU RI, 2023)
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Rincian kegiatan yang akan dilakukan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah serius untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Usaha yang dilakukan pemerintah saat
ini akan membawa hasil dalam jangka panjang apabila pemerintah juga meningkatkan
kepercayaan pembayar pajak kepada otoritas pajak.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Gangl et al., 2015) dengan
mereduksi variabel dependen menjadi hanya kepatuhan pajak sukarela. Reduksi dilakukan
karena peneliti ingin fokus pada kepatuhan pajak sukarela yang lebih konsisten untuk patuh,
selain itu sepengetahuan peneliti bahwa penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak sukarela
masih belum banyak diteliti terutama di Indonesia.

Slippery Slope Theory

Teori slippery slope merupakan salah satu teori yang terkini dalam kepatuhan pajak
yang dijelaskan oleh (Kirchler et al., 2008). Teori ini menggabungkan faktor deterrence yang
selama ini digunakan untuk penelitian kepatuhan pajak jika dilihat dalam paradigma ekonomi
dengan variabel psikologi sosial. Dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan
pajak, yaitu pertama, Kepatuhan pajak sukarela yang cenderung dipengaruhi oleh variabel
psikologi sosial, dan Kedua, Kepatuhan pajak dengan terpaksa yang cenderung dipengaruhi
oleh variabel ekonomi.

Gambar 1. Slippery Slope Framework
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compliance
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Power of authorities
n
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Gambar 1 adalah grafik kepatuhan pajak menurut teori slippery slope yang dijelaskan
oleh (Kirchler et al., 2008). “Gambar 1 menjelaskan tentang perbedaan proporsi kekuatan dan
kepercayaan pajak pada kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak yang dilakukan dengan
terpaksa. Kepatuhan pajak dengan terpaksa cenderung banyak dipengaruhi oleh kekuatan yang
dimiliki oleh otoritas sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Akan tetapi, kepatuhan
pajak ini memiliki kelemahan karena kekuatan otoritas pajak harus selalu kuat dan hal ini juga
berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan otoritas untuk melakukan pemeriksaan pajak,
sosialisasi, dan lain lain. Kepatuhan pajak dengan terpaksa akan melemah apabila terdapat
kekuatan otoritas pajak yang memiliki kelemahan. (Gangl et al., 2015) Hal tersebut berbeda
dengan kepatuhan pajak sukarela yang lebih dipengaruhi oleh kepercayaan pajak. Apabila
kepercayaan pajak di masyarakat meningkat, maka kepatuhan pajak akan semakin meningkat
tanpa memerlukan biaya yang dikeluarkan otoritas untuk melakukan pemeriksaan pajak dan
sosialisasi pajak. Kepatuhan pajak sukarela juga akan bertahan dalam jangka waktu lebih lama
apabila otoritas pajak memelihara kepercayaan pajak yang dimiliki oleh pembayar pajak.
Pengaruh Audit possibility terhadap kepatuhan pajak sukarela

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu variabel kewenangan koersif yang dimiliki
oleh otoritas pajak. Kewenangan koersif digunakan untuk mempengaruhi (memaksa) pembayar
pajak untuk patuh. Teori slippery slope menjelaskan bahwa kepatuhan pajak sukarela
dipengaruhi oleh kewenangan (koersif dan legitimasi) yang dimiliki oleh otoritas pajak
(Kirchler et al., 2008; Kirchler & Wahl, 2010). Kewenangan koersif merupakan kewenangan
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yang digunakan otoritas pajak untuk memaksa pembayar pajak untuk patuh terhadap peraturan
perpajakan.

Pemeriksaan pajak adalah deterrence faktor yang merupakan bagian dari kewenangan
koersif bersifat negatif. Kekuatan koersif negatif menunjukkan bahwa terdapat
ketidakpercayaan otoritas kepada pembayar pajak sehingga pembayar pajak perlu dilakukan
pemeriksaan (Gangl et al., 2020). Dijelaskan dalam artikel (Chan et al., 2023) bahwa Audit
possibility dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela karena pembayar pajak cenderung
memilih untuk patuh daripada terbukti melaporkan pajak yang tidak sesuai sehingga harus
menempuh jalur hukum.

Berdasarkan argumentasi teori slippery slope dengan didukung oleh teori bereaucracy
reform diatas dapat disimpulkan bahwa Audit possibility dapat mempengaruhi kepatuhan pajak
sukarela apabila pemeriksaan dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Oleh karena
itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 . Audit possibility berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Pengaruh reward terhadap kepatuhan pajak sukarela

Reward merupakan salah satu variabel kewenangan koersif dalam teori slippery
slope. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Teori slippery slope ini menjelaskan tentang
kepatuhan pajak sukarela yang dipengaruhi oleh kewenangan yang dimiliki oleh otoritas pajak
(Kirchler et al., 2008; Kirchler & Wahl, 2010). Reward merupakan bagian dari kewenangan
koersif yang bersifat positif karena reward menunjukkan bahwa terdapat kepercayaan otoritas
kepada pembayar pajak sehingga pembayar pajak perlu diberikan penghargaan atas kepatuhan
pajak yang telah dilakukan (Gangl et al., 2015, 2020).

Teori slippery slope juga menjelaskan bahwa reward dapat meningkatkan kualitas
hubungan antara otoritas dan pembayar pajak karena pembayar pajak merasa dihargai oleh
otoritas pajak. Selain itu, menghargai pembayar pajak adalah salah satu kewenangan untuk
meyakinkan para pembayar pajak bahwa perilaku patuh terhadap pajak merupakan tindakan
yang tepat (Gangl et al., 2015). Reward merupakan salah satu cara yang digunakan otoritas
untuk menambah kepatuhan pajak masyarakat dengan membuat pembayar pajak tertarik untuk
patuh. Dijelaskan dalam artikel (Gangl et al., 2015) bahwa reward dapat mempengaruhi
kepatuhan pajak sukarela.

Berdasarkan argumentasi teori slippery slope diatas dapat disimpulkan bahwa rewards
dalam bentuk previllege dan hadiah undian dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela.
Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Rewards berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela

“Sosialisasi perpajakan merupakan bagian dari kewenangan yang dijelaskan dalam teori
slippery slope. Teori slippery slope menjelaskan bahwa terdapat kewenangan legitimasi yang
mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (Chan et al., 2023; Gangl et al., 2015; Kirchler et al.,
2008). Kewenangan legitimasi merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh otoritas
pajak untuk melakukan pendekatan terhadap pembayar pajak agar meningkatkan kepatuhan
pajak.

(Gangl et al., 2015) menjelaskan bahwa kewenangan legitimasi dapat meningkatkan
kepatuhan pajak sukarela apabila dilakukan dengan tepat sasaran. Kewenangan legitimasi ini
dilakukan di Indonesia dalam bentuk sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak yang dilakukan
bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembayar pajak dan masyarakat Indonesia
agar mengetahui dan mengerti mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara
perpajakan melalui metode yang tepat (Faisol & Chamalinda, 2022; Rahayu, 2019).

Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan berbagai bentuk melalui seminar perpajakan,
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memasang iklan di ruang publik, dan pendekatan — pendekatan lain yang dapat dijangkau oleh
pembayar pajak yang dituju.

Berdasarkan argumentasi teori slippery slope diatas dapat disimpulkan bahwa
sosialisasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Oleh karena itu, dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif yang digunakan
untuk memprediksi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Penelitian ini
dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dengan unit analisis Kanwil DJP Jawa Timur
wilayah 11l. Pemilihan Kanwil DJP 1ll karena prestasinya dengan keberhasilan pencapaian
target pajak pada akhir tahun 2017. Penelitian ini dilakukan pada periode Januari — Juni 2018.
Pada beberapa KPP yang dinaungi oleh Kanwil DJP Jawa Timur Wilayah Ill, hanya KPP
Pratama Kepanjen yang memberikan izin untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data kuisioner yang disebar dengan menggunakan online
maupun offline. Analisis data untuk menguji hipotesis pada penelitian ini dengan menggunakan
Structural Equation Modelling — Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian ini sudah
melalui serangkaian evaluasi model penelitian yang dilakukan dengan beberapa uji validitas
dan reliabilitas data. Uji pilot test terhadap indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga
dilakukan penyebaran kuisioner.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini sudah melalui serangkaian uji SEM-PLS yang berisikan uji validitas,
uji reliabilitas, dan uji model fit. Hasil effect size variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 1. Model Penelitian

(H1) B=0,159
=0,016

(H3) B= 0,127
R p= 0,066 S( vic

R2= 0,464

(H4) B=0,135
p=0,03

Sumber: Data Pengolahan PLS.

Semua pengujian dalam penelitian ini menggunakan hipotesis one-tailed. Pengujian
akan menggunakan nilai p murni karena WarpPLS 8.0 merupakan alat bantu statistik yang
menghasilkan nilai p one-tailed (Huda et al., 2024; Khasanah, 2021; Khasanah et al., 2019,
2022; Kock, 2019; Roshidah & Khasanah, 2023; Sa’adah et al., 2024). Untuk pengujian
hipotesis dengan efek moderasi tidak menggunakan arah (konsekuensi two-tailed) sehingga
nilai p akan dikali dua (Babulu et al., 2024; Kock, 2019; Mufarokhah et al., 2024). Pengujian
nilai p ditentukan bahwa jika signifikansi p <0,05 maka hipotesis diterima, dan jika nilai p >0,05
maka hipotesis ditolak.

Tabel 2. Hasil Uji hipotesis tanpa efek moderasi.
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Hipotesis Keterangan Nilai koefisien Nilai p Kesimpulan
H1 AP > VTC 0,159 0,016* Diterima
H2 RP > VTC 0,088 0,066* Ditolak
H3 SP > VTC 0,127 0,044* Diterima
* = one-tailed

** = two-tailed
Sumber: Data diolah.

Setelah mengetahui nilai signifikansi p, selanjutnya dilakukan pengujian efek untuk
menentukan besar kecilnya pengaruh antara variabel endogen dan variabel eksogen. Dalam
penelitian ini ukuran efek diukur dengan menggunakan kriteria yang diusulkan oleh Cohen
dalam (Nokas et al., 2021; Sticca et al., 2023; Suryandani & Cholisah, 2022) yang menjelaskan
tentang besar kecilnya efek dalam hal koefisien. Korelasi kriteria yang diusulkan oleh Cohen
adalah sebagai berikut: pertama jika d = sekitar 0,1 maka efek kecil, kedua jika d = sekitar 0,3
maka efek sedang, ketiga jika d = sekitar 0,5 maka efek besar. Berikut ini tabel pengujian
ukuran efek dalam penelitian ini:

Tabel 3. Nilai effect size hasil penelitian.

Keterangan Nilai Effect size
AP > VTC 0,34
RP > VTC 0,15
SP > VTC 0,17

Sumber: Data diolah

Pengaruh Audit possibility terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Audit possibility berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Nilai koefisien 0,159 dalam penelitian ini
menunjukkan nilai yang positif, artinya semakin tinggi Audit possibility maka kepatuhan pajak
sukarela akan semakin meningkat. Nilai effect size menunjukkan bahwa pengaruh efek Audit
possibility terhadap kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,34. Hasil effect size tersebut
menunjukkan bahwa Audit possibility memberikan pengaruh sedang dalam meningkatkan
kepatuhan pajak sukarela. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Chan et al., 2023;
Gangl et al., 2015, 2020; Khasanah et al., 2019; Kirchler et al., 2008; Olsen et al., 2018) yang
memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk diperiksa,
maka wajib pajak akan semakin patuh secara sukarela.

Hasil penelitian ini mendukung teori slippery slope bahwa otoritas pajak dapat
menggunakan kewenangan secara koersif untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.
Dalam penelitian ini dijabarkan lebih detail mengenai kewenangan koersif negatif yaitu dengan
menggunakan Audit possibility . Otoritas pajak dapat menggunakan kewenangannya untuk
melakukan pemeriksaan pajak yang cenderung dihindari oleh pembayar pajak. Untuk wajib
pajak yang telah berstatus PKP akan cenderung menghindari pemeriksaan pajak karena hal ini
juga berkaitan dengan status PKP yang dimiliki. Berdasarkan (Undang Undang Ketentuan
Umum Perpajakan Konsolidasi , 2023) dijelaskan bahwa status PKP wajib pajak badan dapat
dicabut apabila saat pemeriksaan pajak ditemukan tindakan kecurangan dan akan diberikan
sanksi secara materiil dan immateriil. Oleh karena itu, ketika Audit possibility meningkat, maka
kepatuhan pajak sukarela akan meningkat.

Pengaruh reward terhadap kepatuhan pajak sukarela

Page 365 of 370



Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
Vol. 6 No. 4_Desember 2024 |ISSN: 2503-3123 (Online)

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa reward berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan pajak sukarela. Nilai koefisien 0,127 dalam penelitian ini menunjukkan
nilai yang positif, artinya semakin tinggi Audit possibility maka kepatuhan pajak sukarela akan
semakin menurun. Nilai effect size menunjukkan bahwa pengaruh efek reward terhadap
kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,15. Hasil effect size tersebut menunjukkan bahwa reward
memberikan pengaruh kecil dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Hasil penelitian ini
tidak mendukung hasil penelitian (Fatas et al., 2021a; Fochmann & Kroll, 2016a; Indriana et
al., 2020; Khasanah et al., 2019; Koessler et al., 2019; Nur et al., 2020) yang memberikan bukti
empiris bahwa semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk diperiksa, maka wajib pajak
akan semakin patuh secara sukarela.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Al-Karablieh et al., 2021,
Boukis, 2024; Fatas et al., 2021a; Fochmann & Kroll, 2016a; Sokotowski et al., 2024; Zhang
et al., 2024). (Fochmann & Kroll, 2016b) menjelaskan bahwa rewards tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak yang. Pada penelitian (Fochmann & Kroll, 2016b) dijelaskan bahwa
pembayar pajak akan tetap membayarkan pajak dikarenakan kewajiban, sehingga ada atau
tidaknya rewards pembayar pajak akan tetap melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Penelitian (Fatas et al., 2021b) menjelaskan bahwa rewards yang diberikan oleh otoritas
pajak tidak menarik atau tidak disosialisasikan dengan baik kepada pembayar pajak, sehingga
pembayar pajak akan tetap membayarkan pajaknya dikarenakan memang sudah kewajiban
untuk membayar pajak. Belum ada minat pembayar pajak untuk mendapatkan rewards yang
diberikan oleh otoritas pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Boukis, 2024) menjelaskan pada penelitiannya
tentang hadiah yang diberikan melalui token atau tiket dengan kemungkinan kemenangan
1:100. Dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pada 100 orang tersebut hadiah tidak
berpengaruh terhadap sebuah game dikarenakan nominal besarnya hadiah dan kemungkinan
kemenangan yang kecil.

Pada penelitian ini, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut. Rewards yang diberikan
oleh otoritas pajak dianggap kurang menarik oleh pembayar pajak. Karena kemenangan atau
kemudahan yang diterima jika rutin membayar pajak hanya mempengaruhi sebagian kecil dari
pembayar pajak. Bahkan pada beberapa pembayar pajak, mereka belum mengetahui tentang
rewards yang diberikan oleh otoritas pajak.

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sosialisasi pajak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Nilai koefisien 0,159 dalam penelitian ini
menunjukkan nilai yang positif, artinya semakin tinggi sosialisasi pajak maka kepatuhan pajak
sukarela akan semakin meningkat. Nilai effect size menunjukkan bahwa pengaruh efek
sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,17. Hasil effect size tersebut
menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memberikan pengaruh sedang dalam meningkatkan
kepatuhan pajak sukarela. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian (Faisol &
Chamalinda, 2022; Leder et al., 2010a; Lewis et al., 2009; Onu & Oats, 2016) yang memberikan
bukti empiris bahwa semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk diperiksa, maka wajib
pajak akan semakin patuh secara sukarela.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori slippery slope bahwa otoritas pajak dapat
menggunakan kewenangan secara legitimasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.
Pendekatan dapat dilakukan dengan beragam cara, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui media masa, contohnya televisi,
baliho, radio, talkshow, dll (Leder et al., 2010b). Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan
informasi yang berkaitan dengan peraturan terbaru atau kegiatan besar yang dilakukan oleh
Dirjen Pajak. Sosialisasi melalui media masa seringkali didukung dengan melakukan
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penyuluhan atau mengundang wajib pajak aktif yang berkaitan dengan peraturan tersebut
(Rahman, 2023). Sosialisasi secara langsung digunakan untuk memberikan pengetahuan lebih
terkait hal-hal yang boleh atau tidak, bisa atau tidak bisa, cara-cara yang berkaitan dengan
peraturan pajak terbaru (Indriana et al., 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti bahwa pertama, Audit possibility dapat meningkatkan
kepatuhan pajak sukarela karena semakin pembayar pajak itu mengetahui bahwa kemungkinan
untuk dilakukan pemeriksaan pajak, semakin meningkat kepatuhan pajak sukarela salah
satunya dengan semakin terbukanya laporan pembayaran pajak yang akan dilakukan. Kedua,
rewards tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa rewards yang tidak signifikan besarnya atau hadiahnya serta
tidak disosialisasikan dengan baik maka pembayar pajak tidak tertarik dengan rewards tersebut.
Ketiga, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela meski
hanya memberikan pengaruh dengan efek kecil.

Saran untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel yang dapat
mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela atau untuk menggunakan obyek yang lebih luas agar
terlihat pengaruhnya pada kepatuhan pajak sukarela di Indonesia untuk meningkatkan pajak
dengan kepatuhan pajak sukarela.
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